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di Indonesia

| Komitmen Perbaiki Kinerja
| Dengelolaan Keuangan

Pemerintah Daerah
Inginkan Opini Lebih Baik

PALU- Memperoleh capaian opini yang cuk-
up baikatas laporan keuangan pemerintah dae-
' | rahtahunanggaran2011yanglaly, terusmema-
cu pemerintah daerah untuk lebih baik lagi. Hal
inidisampaikan GubenurSulawesiTengah DrsH
Longki DjanggolaMsipadaacaratatapmukaBPK
RI bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Ten-
gah, Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten
| Donggala, di Gedung Pogombo, kemarin (7/11).

Gubernur yang didampingi oleh Sekretaris
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Drs H Amjad
Lawasa MM, mengatakan bahwa dengan kes-
adaranmasihadanyabeberapakekuirangan dari
pengelolaankeuanganyangdilakukan pemerin-
tahdaerahdiSulteng, makakomitmenperbaikan
pun telah begitu jadi prioritas. “Masih dijumpai
adanya kelemahan dalam pengelolaan keuan-
gandaerah, antaralain catatan tentangasettetap,
serta hal lain yang masih memerlukan pengua-
tan adalah, kesesuaian dengan standar akun-
tasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan,
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-un-
dangan, serta efektifitas istem pengendalianin-
tern,” tandas Gubernur. §

Lebih lanjut Gubernur mengatakan, pada
saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
termasuk Kota Palu, Kabupaten Donggala dan
Sigi telah mengambil langkah-langkah strategis

M Baca Komitmen hal. 18
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Perolehan WTPSulteng

Ali Masykur Musa Minta BPK dan
Pemda Terus Bangun Sinergi

PALU- Anggota IV Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Re-
‘publik Indonesia, Dr H Ali Ma-
sykur Musa, menilai perolehan
opini wajar tanpa pengecualian
(WTP) oleh BPK kepada 12 en-
titas di Provinsi Sulawesi Ten-
gah tahun ini, merupakan pen-
capaian yang membanggakan.
H al tersebut jika
ihat dari

hitungan
rata-rata
yang
menca-
pai skala
75 pers-

dil-

Masykurbahkan taksegan men-
gatakan perolehan Sulteng ter-
baik di Indonesia.

“Sudah 75 persen, ini menu-
rut saya terbaik di Indonesia,
12 entitas, 9 di antaranya WTP,
meskipun masih adayang WDP
tetapi itu selangkah lagi, jadi
kalau kita ujian itu sudah
A, bagaima-
na menjadi
cmiace
itu-sajasu- i
dah men- “;’Y

M Baca .
Perolehan
hal. 18

NURHAIDAR

KENANG-KENANGAN: ‘Gubernur H Longki Djanggola menyerahkan

cenderamata kepada Anggota IV BPK RI, H Ali Masykur Musa pada
tatap muka bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kota

Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, di Gedung Pogombo,

kemarin (7/11).

Terbaik di

NURHAIDAR
FOTO BERSAMA: Dari kiri, Sekdaprov Sulteng Amjad Lawasa, Gubernur H Longki Djanggola, Anggota
IV BPK RI, H Ali Masykur Musa, dan Kepala BPK Perwakilan Sulteng Mokhammad Bayu Sabartha.

HERMAWAN NUR
gombo, H Ali Masykur Musa melakukan

GOES TO CAMPUS: Sebelum mengikuti tatap muka di Po
pertemuan dengan para akademisi di Untad.
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Ali Masykur Tegaskan BPK Bukan Konsultan -

Perolehan ...
_.dari Hal 17

jadi satu step, itu saya pikir ter-
tinggi di Indonesia,” tandasnya
pada pertemuan temu muka
BPK RI bersama Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah, Kota
Palu, Kabupaten Sigi dan Ka-
bupaten Donggala, di Gedung
Pogombo, kemarin (7/11).
SebelumituAliMasykur Musa
melakukan lawatan Goes to
Campus di Kampus Universitas
Tadulako (Untad). Dalam per-
temuan di Pogombo yang dii-
kuti oleh jajaran pemprov, be-
serta kabupaten dan kota terse-
but, Ali Masykur mengajak baik
BPK RI Perwakilan Sulteng se-
cara khusus, maupun para
pengelola keuangan di daerah
dalam hal ini pimpinan daerah,
agar terus bersinergi. Sinergi
yang diharapkan berupa adan-
yajalinan komunikasi yang ber-
kesinambungandan terbukaan-
tara keduanya, tanpa melupak-
an ranah profesionalitas kelem-
bagaan yang dimiliki oleh mas-
ing-masing pihak.
. Ketuatimauditlingkungan se-
duniainimenjelaskan, bagaima-
na BPK kini tampil dan telah
mengemas diri dalam kerang-
ka paradigma baru. BPK den-
gan usungan paradigma baru-
nya tersebut, akan lebih tampil
sebagai penangkalsekaligusikut
berfungsi sebagai peringatan

dini bagi entitasnya, terhadap
tindakan apapun yang bercelah
pada kesalahan maupun peny-
impangan dalam pengelolaan
keuangan. Artinya, peran BPK
jangan dianggap sebagaikonsul-
tanataupun pendamping, justru
lebihmengarahpadabagaimana
pemerintah dapatlebih dulume-
mahami dan mempertimbang-
kankebijakanyangbersentuhan
langsung dengan keuangan, se-
belumlangkah ke arahkebijakan
itu benar-benar diambil.

“BPK bukan konsultan, teta-
pi kalau bapak menanyakan
konsultasi, saya mau begini,
investasi ini boleh apa tidalk,
ini bagian uang yang dipisah-
kan dari APBN atau tidak, me-
nyangkut penanaman modal
boleh atau tidak, ituboleh kon-
sultasi,” tandasnya, yang dalam
kesempatan tersebut juga ikut
didampingi Kepala BPK Per-
wakilan Sulteng, Mokhammad
Bayu Sabartha.

Yang tak kalah penting di-
ingatkannya, bahwa dalam
penggunaan anggaran yang
utama termasuk mentalitas
yang dimiliki. Artinya, har-
us ada semacam kesadaran
dan keengganan untuk tidak
boleh salah dalam pengelo-
laan keuangan. “Bukan Kare-
na takut, tetapi karena eng-
gan, karena sadar bahwa me-
mang ini uang rakyat, tidak bo-
leh untuk disalahgunakan, ti-
dak boleh untuk dikorupsi, itu

yang terpenting,”tegas Ali Ma-
sykur lagi.

Mindsetyangkiniberubahitu,
katanya, akan menjadi penun-
tun untuk bisa menggiring enti-
tasmelakukanpengelolaanyang,
lebihakuntable, sehat, transpar-
an, dan tidak akan merugikan.
“Mindset kita tidak seperti dulu,
orang salah jalan, merah dis-
emprit padahal polisinya di be-
lakang pohon, kalau kita nggak,
Kita di depan, eh jangan di situ,
salah, karena itu tanya kepada
kitaagartidaksalahdikemudian
hari,”jelasnya beranalogi.

Dengan peran, kewenangan
dan fungsi BPK sebagaimana
telah diatur dalam undang-
undang, diharapkan juga akan
mampu mengawal Sulawesi
Tengah menjadi provinsi yang
WTP. “Bapak gubernur, ke-
pala biro keuangan, pak bupa-
ti, boleh bertanya kepada kita,
kalau misalnya mau apa-mau
apa, Dengan demikian kami
berharap tahun depan, yang
‘WTPnya bersih, dan yang ma-
sihWDP, TMP moga-mogabisa
WTP,”harapnya.

Kesempatan bertatap muka
langsung dengan seluruh ja-
jaran pemerintah Provinsi Su-
lawesi Tengah, Kota Palu, Ka-
bupaten Donggala dan Sigi
tersebut, jugaikutmemberiru-
angberdialogtentangsejumlah
halyangberkaitandengan pen-
gelolaan keuangan dan lain-
nya. (nhr)
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Parimo dan Tolitoli Masth WDP, Buol Dapat Disclaimer

Komitmen s "[

dalam pengelolaan keuangan
daerah. Yakni dengan mem-
bangunkomitmentersebutber-
sama pada semua elemenyang
terkait dengan pengelolaan
keuangan daerah, atau dalam
bentuk lain berupa peningka-
tan kualitas sumber daya ma-
nusia yang mengelola keuan-
gan dan aset daerah.
Komitmenlainterkaitperbai-
kankinerjapengelolaankeuan-
gan daerah. Salah satu bentuk
keseriusan tersebut,. adalah
telah menindak lanjuti beber-
apa temuan hasil pemeriksaan

daritahunsebelumnyadengan
menyusun rencana aksi (ac-
tion plan) untuk meningkat-
kan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah ProvinsiSu-
lawesi Tengah. “Dan termasuk
penyusunan peraturan guber-
nur tentang kebijakan akun-
tansikeuangan daerah, sistem
akuntansi keuangan daerah
dan tata cara penatausahaan
dan penyusunan laporan per-
tanggung-jawaban bendaha-
ra serta penyampaiannya,”
jelasnya.

Saat ini, pengelolaan keuan-
gandaerahpadaduabelasentitas
pelaporan di Provinsi Sulawesi
Tengah, terdiriatas 11 entitaska-
bupaten/kota, dan 1 (satu) enti-

tasadalah provinsitelahmenun-
jukkan perbaikan kinerja penge-
lolaan keuangan, dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya. Ber-
dasarkan hasil pemeriksaan ta-
hun 2012, dari 12 entitas pelapo-
ran sembilan diantaranya telah
memperoleh opini wajar tanpa
pengecualian(WTP)ProvinsiSu-
lawesi Tengah.
Masing-masing Kota Palu,
Kabupaten Donggala, Kabu-
paten ‘Poso, Kabupaten Sigi,
Kabupaten Banggai, Kabupat-
en Banggai Kepulauan, Kabu-
paten Tojo Una-una dan Kabu-

paten Morowali, atau dengan

capaian 75 persen di atas target
nasional 60 persen. Sementara
dua entitas memperoleh opi-

ni wajar dengan pengecualian
(WDP) yaitu Kabupaten Parigi

- Moutong dan Kabupaten Toli-

toli, sertasatu entitas disclaim-
eryaitu Kabupaten Buol.
Khusus untuk pemerintah
daerah provinsi sulawesi ten-
gahberdasarkanhasil pemerik-
saanBPKRIataslaporankeuan-
gan dari tahun 2007, menun-
jukan hasil dengan opini yang
terus menunjukan perbaikan.
Tahun 2007 dengan perolehan
WDP, tahun 2008 WDP, 2009
memperoleh TMP atau tidak
memberikan pendapat atau
disclaimer, tahun 2010 kemba-
liperolehWDP, dantahun2011
WDP, dan tahun 2012 berhasil
memperoleh WTP.(nhr)




image5.jpeg
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DIALOG: Kunjungan kerja di Palu, Anggota IV BPK RI, H Ali Masykur Musa melakukan tatap muka dengan Pemerintah Provin:
Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, di Gedung Pogombo, kemarin (7/11). Acara itu diisi dengan dialog.
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